





2.1. Landasan Umum Perbankan 
2.1.1. Pengertian Bank 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 
melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan 
fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-
hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 
nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 
Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai 
penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter 
dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan 
yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran 
uang (wikipedia.2013 : 8 Desember 2013). Pengertian bank sendiri adalah 
sebuah lembaga intermedasi yang menjembatani antara pemilik dana 




kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang 
berlaku. 
Sedangkan Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 
1998 tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  
Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat 
luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit 
(lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat 
dijelaskan dengan lebih spesifik, yaitu sebagai berikut : 
a) Agent of Trust 
Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik 
dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. 
b) Agent of Development 
Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah 
kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 
c) Agent of Service 
Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan 
penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa 
pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain. 
Dalam pelaksanaannya, bank-bank yang ada di Indonesia tidak bisa 




mengatur tentang operasional dan segala kebijakan yang harus dipenuhi 
yang telah dibuat oleh bank induk, yaitu Bank Indonesia. Tugas dan fungsi 
Bank Indonesia antara lain : 
A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 
1. Menetapkan sasaran monter dengan memperhatikan laju inflasi 
yang ditetapkannya. 
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara 
termasuk tetapi tidak terbatas pada Operasi pasar terbuka di pasar 
uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, 
penetapan cadangan wajib minimum dan, pengaturan kredit dan 
pembiayaan 
B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa 
pembayaran 
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 
menyampaikan laporan tentang kegiatannya 
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran 
C. Mengatur dan mengawasi bank 
 
2.1.2. Kegiatan Bank Secara Umum 
Kegiatan yang secara umum dilakukan oleh Bank antara lain : 




Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 
masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan 
membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis 
simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. 
Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah : 
a) Simpanan Giro (Demand Deposit)  
b) Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 
c) Simpanan Deposito (Time Deposit) 
2) Menyalurkan Dana (Lending) 
Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit 
yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek 
penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya 
tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit 
sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama 
bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara 
umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi : 
a) Kredit Investasi 
b) Kredit Modal Kerja 
c) Kredit Perdagangan 
d) Kredit Produktif 
e) Kredit Konsumtif 
f) Kredit Profesi 




Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk 
mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. 
Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak 
memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini 
kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi 
keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, 
bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga 
kredit). 
Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank 
maka akan semakin baik. Kelengkapan ini  ditentukan dari permodalan bank 
serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu 
,juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam 
praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi : 
a) Kiriman Uang (Transfer) 
b) Kliring (Clearing) 
c) Inkaso (Collection) 
d) Safe Deposit Box 
e) Bank Card (Kartu kredit) 
f) Bank Notes 
g) Bank Garansi 
h) Bank Draft 
i)  Letter of Credit (L/C) 




k) Menerima setoran-setoran. 
l)  Melayani pembayaran-pembayaran. 
 
2.1.3. Jenis-Jenis Bank 
Jenis-jenis bank menurut indonesiaku.wordpress yang diterbitkan pada 
tahun 2011, jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, 
dan kegiatan operasionalnya. Berikut penjelasannya.  
Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya 
a) Bank Sentral 
Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia yaitu lembaga 
negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk 
hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 
b) Bank Umum 
Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 
9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang 
diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan 
seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank 
komersial (commercial bank). 




BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR 
jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 
 
Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya 
Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank 
milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing. 
a) Bank Milik Pemerintah 
Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun 
modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank 
dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik 
pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II 
masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan 
sebagainya. 
b) Bank Milik Swasta Nasional 
Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun 
didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga 
dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank 
Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain. 




Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 
baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki 
oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan 
lain-lain. 
 
Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya  
a) Bank Konvensional 
Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. 
Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
“berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. 
Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang 
dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga 
sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara 
meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. 
Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan 
mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara 
lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana 
yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit 
investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan 
pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter 
of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank 




Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, 
misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat 
deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan 
pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian 
dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran 
kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan 
BPR. 
b) Bank Syariah 
Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. 
Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. 
Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh 
hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. 
Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk 
memperoleh keuntungan sebesar mungkin. 
Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, 
dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. 
Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan 
nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. 
Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya 
sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank 
syariah didasarkan pada  kesepakatan antara bank dengan nasabah 




yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima 
penyimpan.  
Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku secara umum pada bank syariah: 
1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 
2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 
3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 
4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 
(ijarah) 
5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 
bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) 
Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus 
berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan 
penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, 
bunga bank adalah riba. 
 
2.2. Landasan Umum Bank Syariah 
2.2.1. Pengertian Bank Syariah 
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya 
mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut 




Sedangkan menurut pengertianahli.com yang dilansir pada Oktober 
2013 lalu, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip 
bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba). 
Dalam Bank syariah, banyak disebutkan mengenai akad yang 
mendasari adanya suatu transaksi. Akad merupakan pernyataan keterikatan 
antara bank syariah dan nasabahnya yang menjadi dasar untuk melakukan 
suatu transaksi.  
 
2.2.2. Perbedaan Bank konvensional dan Bank Syariah  
Perbankan Konvesional : 
1) System pendapatan berupa bunga yang sudah ditentukan dimuka  oleh 
bank 
2) Hubungan antara nasabah dan bank adalah kreditur – debitur 
3) Dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan 
kebijakan 
4) Prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat 
tidak ada 
Perbankan Syariah :  
1) Sistem pendapatan bukan dengan bunga tetapi dengan prinsip 
mudarabah  ( bagi hasil) wadiah (titipan),ijarah ( sewa ), murabahah 
(penjualan kembali ) 




3) Dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan prinsip 
syariah ( syariah complaiance ) 
4) Prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat  
harus sesuai dengan fatwa dewan 
 
2.2.3. Prinsip-prinsip Bank Syariah 
Berdasarkan banksyariah.net yang dilansir pada Juli 2012, prinsip-
prinsip yang dianut oleh bank syariah setidaknya ada 11 macam prinsip 
yang ada pada produk dan jasa yang ditawarkannya. Prinsip-prinsip tersebut 
antara lain Mudharabah, Musyarakah, Wadi’ah, Murabahah, Salam, 
Istishna’, Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah. Berikut 
adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut : 
1) Mudharabah  
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal 
(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil 
menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka 
seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan 
adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti 
penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, 
mudharabah dibagi menjadi dua jenis. yaitu: 
a) Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul 
maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi 




Ketentuan umum dari prinsip ini antara lain : 
1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah 
dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian 
keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari 
penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal 
tersebut harus dicantumkan dalam akad. 
2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku 
tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau 
alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito 
mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda 
penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 
3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung 
sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak 
diperkenankan mengalami saldo negatif. 
4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 
waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah 
jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi 
bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka 
tidak perlu dibuat akad baru. 
5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan 





b) Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah 
muthalaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. 
Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan 
umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 
 
2) Musyarakah 
Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak 
atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif 
dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan 
nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi 
kerjasama. 
Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu: 
a) Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada 
suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang 
sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, 
sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama 
orang-orang yang bekerjasama itu. 
b) Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu 
perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan 
dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. 
c) Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang 




suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, 
sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. 
d) Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua 
pihak untuk menerima suatu perkerjaan, seperti pandai besi, servis 
alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari 
pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua. 
 
3) Wadiah 
Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik 
individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si 
penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam 
syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: 
a) Amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau 
memanfaatkan harta titipan. 
b) Dhamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh 
terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh 
memanfaatkan harta titipan tersebut 
Ketentuan umum dari wadiah antara lain : 
a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik 
atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan 
dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan 
bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana 




b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya 
mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain 
yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, 
bilyet giro, dan debit card. 
c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti 
biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar 
terjadi. 
d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan 




Murabahah adalah bagian dari jenis bai', yaitu jual beli ditambah dengan 
sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli 
dan penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan 
pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat secara tunai, 
tangguhan, maupun dicicil. 
 
5) Salam 
Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak 
penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang 




dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, 
sementara pembayarannya dilakukan dimuka (secara tunai). Dalam 
praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka 
bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu 
sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh 
bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. 
Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan 
talangan, sedangkan jika bank menjualnya secara cicilan, maka kedua 
belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. 
 
6) Istishna’ 
Istishna’ adalah transaksi jual beli seperti prinsip salam, yaitu jual beli 
dan penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya 
dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Spesifikasi barang 
pesanan harus jelas jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual 
yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak istishna’ dan tidak 
boleh berubah selama berlakunya kontrak, jika terjadi perubahan harga 
setelah kontrak ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap 
ditanggung oleh nasabah. 
 
7) Ijarah 
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 




(ownership/milkiyah) atas barang sendiri. Transaksi ijarah dilandasi 
adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama 
dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, 
bila pada jual-beli transaksinya barang maka pada ijarah transaksinya 
adalah jasa. Dengan kata lain, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa 
antara bank dan nasabah. Setelah kontrak berakhir, penyewa 
mengembalikan barang tersebut kepada pemilik. Pada akhir masa sewa, 
bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena 
dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamllik (sewa 
yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga 
jual disepakati pada awal perjanjian. 
 
8) Qardh 
Qardh adalah perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang. Qardh 
dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai 
pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam 
pelaksanaan kontrak qardh. Aplikasi dalam perbankan syariah, qardh 
dilakukan dalam hal sebagai berikut: 
a) Pinjaman talangan haji. Nasabah calon haji diberikan pinjaman 
talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. 
Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. 
b) Pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah. 




melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang 
ditentukan. 
c) Pinjaman kepada pengusaha kecil. Qardh jenis ini dilakukan jika 
menurut perhitungan bank, pengusaha tersebut akan terasa terlalu 
berat jika menggunakan skema pembiayaan jual-beli, ijarah atau bagi 
hasil. 
d) Pinjaman kepada pengurus bank. Bank menyediakan fasilitas ini 
untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus 
bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan 
gajinya. 
 
9) Rahn / Gadai 
Menahan salah satu harta pemilik/peminjaman sebagai jaminan 
(collateral) atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk 
memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam 
memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak 
rahn harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a) Milik nasabah sendiri. 
b) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. 
c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 
Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang 
digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang 




nasabah harus bertanggung jawab. Selain itu, bank dapat melakukan 
penjualan barang jaminan tersebut atas keputusan hakim. Nasabah 
mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank, 
apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut 
menjadi milik nasabah, dan bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari 
kewajibannya, maka nasabah menutupi kekurangannya. 
 
10) Hawalah 
Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 
orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan hawalah adalah untuk 
membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 
produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan 
piutang. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang 
berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang 
dengan yang berutang. Hal tersebut dilakukan untuk risiko kerugian 
yang akan timbul. 
 
11) Wakalah 
Transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu 
obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai 
meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak 
lain. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian 




diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya 
atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa tersebut). Transaksi 
wakalah ini dapat dijumpai pada perbankan, seperti transaksi 
penagihan, pembayaran, agensi, transaksi dan lain-lain. 
 
2.2.4. Produk Bank Syariah 
Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 
1. Produk Penyaluran Dana 
Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk 
pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan 
berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: 
a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 
dilakukan dengan prinsip jual beli. 
b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 
dilakukan dengan prinsip sewa. 
c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna 
mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. 
Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank 
ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang 
dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang 
menggunakan prinsip jual-beli seperti murabahah, salam, dan istishna 
serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan 




keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi 
hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di 
muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adaiah 
musyarakah dan mudharabah. 
 
2. Produk Penghimpunan Dana 
Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan 
dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 
penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. 
Sebagai pelengkap, prinsip wakalah atau perwakilan terkadang dapat 
digunakan untuk menunjang pelaksanaannya. 
 
3. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada 
nasabahnya. 
Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan 
kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. 
Jasa perbankan tersebut antara lain dapat berupa : sharf (jual beli valuta 
asing) dan Ijarah (sewa). 
 
2.3. Giro Pada Bank Syariah 
Produk-produk perbankkan syariah yang termasuk kedalam produk 
penghimpunan dana (funding) salah satunya adalah Giro. Giro adalah suatu 




kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima 
pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro 
diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan 
mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.  
Secara umum yang dimaksud dengan giro sesuai UU No.10 Tahun 
1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 
bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud 
dengan giro syariah adalah giro yang di jalankan berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa 
Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro, menyatakan bahwa giro yang 
dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip 
wadiah dan mudharabah.  
 
2.3.1. Landasan Hukum Giro Syariah 
Berdasarkan Al-Qur’an dan Al- Hadis 
a. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: “Hai orang yang beriman! Janganlah 
kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: “…Maka, jika sebagian kamu 




menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya…”. 
c. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: “Hai orang yang beriman! Penuhilah 
akad-akad itu …”. 
d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: “dan tolong-menolonglah dalam 
(mengerjakan) kebajikan….” 
e. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani: “Abbas bin Abdul Muthallib jika 
menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada 
mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, 
serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang 
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. 
Thabrani dari Ibnu Abbas). 
 
Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia 
a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, 
menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. 
b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam 
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 





Dalam praktiknya, produk simpanan Giro syariah mengikuti prinsip 
wadiah dan mudharabah. Secara garis besar, berikut adalah ketentuan-
ketentuan yang melekat pada giro : 
1. Giro berdasarkan prinsip wadiah  
a. Bersifat titipan. 
b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 
(‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 
2. Giro berdasarkan prinsip mudharabah  
a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau 
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola 
dana. 
b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah 
dengan pihak lain. 
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan 
bukan piutang. 
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan 




f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 
tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
 
2.3.2. Giro Berdasarkan Prinsip Wadiah 
Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan 
prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip 
yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau 
memanfaatkan uang ataunbarang titipannya, sedangkan bank syariah 
bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola 
titipan dengan tampa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari 
keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah 
diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak 
disyaratkan sebelumnya. 
  Dari uraian di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro 
wadiah sebagai berikut: 
a. Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial 
dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana 
wadiah tersebut. 
b. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu 
(on call), baik sebagai atau seluruhnya. 
c. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau 
ditanggung Bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan 




kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana 
masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. 
d. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup 
izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang 
disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. khusus 
bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet 
giro,dan debit card. 
e. Bank dapat membebankan biaya kepada nasabah biaya administrasi 
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan 
rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan 
transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. 
f. Bank memiliki hak atas keuntungan dan bertanggungjawab pula atas 
kerugian dari pengelolaan dana tersebut. Namun tidak diperbolehkan 
mengalami saldo negative (overdraft). Pemilik dana tidak dijanjikan 
imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan 
memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai bentuk insentif untuk 
menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan sebelumnya. 
 
2.3.3. Giro Berdasarkan Prinsip Mudharabah 
Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad 
mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah 
mutlaqah dan mudharabah muqayadah, yang perbedaan utama di antara 




pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dalam sisi 
tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah 
bertindak sebagai muhharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak 
sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitanya sebagai mudharib, 
bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk 
melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. 
Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib 
memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-
hati atau bijaksana serta beriktikat baik dan bertanggung jawab atas segala 
sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelaliannya. Di samping itu, bank 
syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang di 
harapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tampa 
melanggar berbagai aturan syariah. 
Dari hasil pengelolahan dana mudharabah, bank syariah akan 
membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah 
disepakati dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam 
mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung  jawab terhadap kerugian 
yang bukan disebabkan oleh kelalaian nya. Namun, apabila yang terjadi 
adalah  mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh 
terhadap kerugian tersebut. 
Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional 




samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah giran tampa persetujuan  yang bersangkutan. Sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, pph bagi hasil giro mudharabah dibebankan 
langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. 
 
2.3.4. Perhitungan Bagi Hasil 
Secara umum, kegiatan penghimpunan dana biasanya mendapatkan 
bagi hasil, tergantung dari nisbah maupun ketentuan yang ditetapkan oleh 
bank yang bersangkutan. Pada bank Syariah, bagi hasil ini bisa disebut 
sebagai bonus untuk simpanan yang bersifat mudharabah, namun untuk 
simpanan yang bersifat wadiah adanya bagi hasil tidak harus ada, karena 
berdasarkan dengan ketentuan bank apakah memberikan bagi hasil atau 
tidak. Sedangkan pada bank konvensional, bagi hasil ini disebut dengan 
bunga secara umum, dan disebut dengan jasa giro khusus untuk bunga yang 
diberikan untuk produk simpanan giro. Pada prinsipnya jasa giro sama 
dengan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, hanya saja pemberian 
bunga ini rate nya telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan pemberiannya 
wajib untuk setiap produk. Perincian perbedaannya akan dijelaskan dibawah  
secara lebih terperinci  
 
2.3.5. Bunga pada bank konvensional 
Penentuan jasa giro nasabah yang diberikan oleh bank terdiri dari tiga 




1. Berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap 
2. Berdasarkan saldo terendah 
3. Berdasarkan saldo rata-rata 
Secara umum untuk mengetahui perhitungan jasa giro nasabah dapat 
digunakan rumus sebagai berikut : 
Jasa giro = saldo x rate x hari 
      365 
Keterangan : 
Saldo  : Saldo nasabah 
Rate  : Suku bunga  
Hari  : jumlah hari pengendapan saldo nasabah 
Setelah bunga diberikan kepada nasabah, maka jurnalnya : 
D/ jasa Giro yang diberikan  
 K/ Titipan pajak pph pasal 23 
 K/ Giro nasabah 
 
2.3.6. Bagi hasil pada bank Syariah 
Bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah dibedakan atas dua prinsip, 
yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.  
1. Prinsip Wadiah 





              
 
Setelah dihitung dan bagi hasil diberikan kepada nasabah yang 
bersangkutan, maka jurnalnya : 
D/ Beban bonus giro wadiah 
 K/ Giro Wadiah Tuan X 
 
2. Prinip Mudharabah 
Perhitungan bagi hasil giro mudharabah di lakukan berdasarkan saldo 
rata-rata harian yang di hitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan 
berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil giro mudharabah adalah sebagai 
berikut: 
  
     
 
Dalam memperhitungkan bagi hasil giro mudharabah tersebut, hal–hal yang 
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 
1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tampa mengurangi 
hak nasabah. 
a) Pembulatan ke atas untuk nasabah. 
b) Pembulatan kebawah untuk bank. 
2) Hasil perhitungan pajak di bulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.  
Saldo Nasabah X Laba yang dibagikan X Nisbah bagi hasil 
  Jumlah Laba yang diperoleh 
Saldo Nasabah X Laba yang dibagikan X Nisbah bagi hasil 





Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode end 
of month, yaitu: 
1) Pembayaran bagi hasil giro mudharabah di lakukan secara bulanan, yaitu 
pada tanggal tutup buku setiap bulan. 
2) Bagi hasil bulan pertama di hitung secara proporsional hari efektif, 
termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan 
giro. 
3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening 
lain nya sesuai permintaan nasabah. 
 
Dari dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum 
giro berdasarkan mudharabah sebagai berikut: 
1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau 
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib, bank dapat 
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
2) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan 
piutang. 
3) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening. 
4) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan 




Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan yang bersangkutan. 
 
Setelah bagi hasil diberikan kepada nasabah, maka jurnalnya : 
D/   Hak pihak ketiga atas bagi hasil 
   K/ Giro Mudharabah Tuan X 
 
2.4. Media Penarikan Dana pada Giro 
Penarikan uang pada Giro dapat dilakukan dengan media cek maupun 
bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka penarikannya 
menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah 
menggunakan bilyet giro. Disamping itu, apabila  sarana penarikan tersebut 
habis atau hilang, nasabah dapat meminta surat keterangan kehilangan 
kepada kepolisian kemudian membeli yang baru, atau menggunakan sarana 
penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditanda 
tangani di atas materai.  
 
2.4.1. Cek  
Dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi (Kasmir,2012:78) 
Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau 
mengambil uang  di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat 




Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada 
bank yang memiliki rekening giro tersebut, untuk membayarkan sejumlah 
uang yang tertera pada cek tersebut kepada pihak yang disebutkan di 
dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus 
membayar kepada siapa saja yang membawa cek maupun yang namanya 
tertera pada cek tersebut untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang 
telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.  
Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan 
mengeluarkan cek tersebut. Hanya saja, prosesnya tidak dapat diambil pada 
saat itu, melainkan dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam 
kota, dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar wilayah.  
Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran, diperlukan 
syarat-syarat huku, sehingga dapat digunakan. Syarat-syarat tersebut antara 
lain : 
1. Terdapat kata “Cek” pada cek tersebut 
2. Cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang 
tertentu 
3. Nama bank tertarik 
4. Pemberian tanggal dan tempat cek dikeluarkan  
5. Tanda tangan penarik  
Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah dana 
yang diinginkan adalah sebagai berikut : 




2. Jika ada coretan atau perubahan, harus ditanda tangani oleh si pemberi 
cek 
3. Jumlah angka yang tertulis di angka dan huruf haruslah sama 
4. Memperlihatkan masa kadaluwarsa cek, yaitu 70 hari setelah 
dikeluarkannya cek tersebut 
5. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada pada 
spesimen 
6. Tidak diblokir oleh pihak berwenang 
7. Resi cek sudah kembali 
8. Kondisi cek sempurna 
9. Rekening belum ditutup, dan lain sebagainya 
 
Jenis-Jenis Cek  
Jenis-Jenis cek antara lain : 
1. Cek atas nama  
Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum 
tertentu yang tertulis jelas dalam cek tersebut. Ciri lain dari cek ini adalah 
tulisa “atau pembawa” pada cek ini dicoret.  
2. Cek atas unjuk 
Cek ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas 
unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa 





3. Cek silang 
Cek ini juga disebut dengan cross cheque, merupakan cek yang di pojok 
kiri atas diberi dua tanda silang. Fungsi dari cek ini yang semula untuk 
dibayar tunai menjadi nontunai atau pemindahbukuan. 
4. Cek mundur 
Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal cek tersebut 
ditulis, misalnya tanggal 14 Januari 2014. Tuan Jono bermaksud 
mencairkan selembara cek dan cek tersebut tertulis tanggal 20 Januari 
2014. Jenis cek inilah yang dinamakan cek mundur. 
5. Cek kosong  
Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak cukup 
atau tidak tersedia di dalam rerkening giro pada saat ditarik. 
 
2.4.2. Bilyet Giro  
Dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi (Kasmir,2012:83) 
Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang 
memiliki rekening giro atas BG tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah 
dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang 
disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank 
lain. Sama halnya dengan cek, BG juga dapat ditarik dari bank lain yang 
bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring 




Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar prosespemindahbukuan 
dapat dilakukan antara lain : 
1. Terdapat nama bilyet giro dan nomor serinya 
2. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban 
rekening yang bersangkutan 
3. Terdapat nama dan bank tertarik 
4. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf 
5. Terdapat nama dan nomor rekening pihak penerima 
6. Terdapat tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika merupakan 
perusahaan 
7. Terdapat nama dan tempat penarikan 
8. Terdapat nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut 
Masa berlaku dan tanggal berlakunya BG juga diatur, sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan, yaitu : 
1. Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal 
penarikannya 
2. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku 
pula sebagai tanggal efektif 
3. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap 
sebagai tanggal penarikan, dan persyaratan lainnya.  
 
